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ABSTRAK

Ada beberapa opsi bagi para pengusaha di Indonesia maupun pihak asing untuk
mendirikan dan mengembangkan usahanya, salah satu yang diminati oleh para
pengusaha ialah Perseroan Terbatas dengan pertimbangan yang beragam. Salah satu
organ Perseroan Terbatas ialah rapat umum pemegang saham dan organ ini
merupakan organ terpenting karena dalam Perseroan Terbatas itu sendiri terdiri
pemegang saham. Rapat umum pemegang saham ini diatur dalam anggaran dasar
sebuah Perseroan Terbatas dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas, di mana rapat umum pemegang saham wajib
diadakan setahun sekali atau kapan pun diperlukan apabila ada hal-hal yang perlu
dirapatkan. Salah satu syarat untuk mengadakan rapat umum pemegang saham ialah
melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Proses pemanggilan ini wajib
dilakukan sebelum diselenggarakannya rapat umum pemegang saham, hal ini diatur
dalam undang-undang dan juga harus diatur dalam sebuah anggaran dasar. Dalam
praktiknya syarat pemanggilan ini terkadang diabaikan oleh pengusaha dengan
alasan apabila semua pemegang saham dengan hak suara hadir, tetapi tanpa
mengetahui apa akibat hukumnya dari suatu keputusan rapat yang tidak didahului
oleh prosedur pemanggilan.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham, Undang-Undang

Perseroan Terbatas.
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Dalam hal mengembangkan bisnis atau usahanya, Perseroan Terbatas
(PT) merupakan bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh para pelaku
usaha.! Hal ini disebabkan karena kejelasan status badan hukumnya, seperti
kepemilikan modal saham, kegiatan usaha, dan kepengurusan serta tata cara
dalam menjalankan usaha tersebut. Perusahaan dalam bentuk PT harus
dipahami sebagai suatu bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang
mempunyai payung hukum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
segala hal yang dituangkan para pemilik modal (pemegang saham) dalam
Anggaran Dasar PT (ADPT) haruslah sesuai dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud
adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UUPT) dan dalam pasal 1 angka 1 UUPT tertera bahwa:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan

modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang ini serta
peraturan pelaksanaannya.”

Untuk mendirikan sebuah badan usaha berbentuk PT, maka ada 2 (dua)
syarat yang harus terpenuhi, yaitu syarat formal dan syarat material. Dalam
syarat formal, yang diatur di dalam pasal 7 UUPT, menjelaskan bahwa
pendirian PT harus tidak kurang dari 2 (dua) orang dengan akta notaris.?

Sedangkan syarat material merupakan modal yang terbagi atas saham. Modal

1 Agus Riyanto, “Mengapa Harus Memilih Perseroan Terbatas?”, <https://business-

law.binus.ac.id/2017/10/31/mengapa-harus-memilih-perseroan-terbatas/> diakses pada tanggal
23 September 2019 pukul 14:01 WIB.

Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung: CV Nuansa
Aulia, 2013), Him. 7.
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tersebut terbagi atas tiga jenis yaitu modal dasar, modal ditempatkan atau modal
yang telah diambil dan modal disetor.?

Peraturan yang lebih detail tentang modal suatu PT akan dituangkan
dalam bentuk Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Saat PT tersebut didirikan
dan Anggaran Dasar ini boleh memuat ketentuan yang disepakati oleh para
pendiri, yaitu para pemilik modal, mengenai aturan main dalam kegiatan PT
tersebut, baik kegiatan internal di antara mereka maupun eksternal.

Salah satu organ dalam suatu PT adalah kegiatan rapat yang dikenal
dengan istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdiri dari dua
jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.* RUPS Tahunan diatur dalam
pasal 66 ayat (2) UUPT, agenda rapatnya adalah mengajukan semua dokumen
laporan tahunan Perseroan sekurang-kurangnya adalah laporan keuangan,
laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab
sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul dalam satu tahun, laporan
mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris,
nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan bagi
anggota Direksi dan Komisaris Perseroan. Sedangkan dalam RUPS Luar Biasa,
pembahasan agendanya bisa berbagai macam persoalan yang kewenangannya
tidak diserahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.®

Salah satu tugas dan wewenang dari organ RUPS adalah mengangkat
Direksi yang merupakan salah satu organ dari PT. Hal ini tertera dalam pasal
94 ayat (1) UUPT. RUPS dalam UUPT dijelaskan sebagai salah satu organ
dalam PT yang mempunyai kewenangan yang tidak dilimpahkan kepada
Direksi maupun Dewan Komisaris serta mempunyai kedudukan yang sederajat
dengan organ lainnya.® RUPS dalam pelaksanaannya memiliki aturan yang

ditetapkan dalam UUPT dan juga dituangkan dalam Anggaran Dasar PT.

Ibid, him. 12-13.

Dalam prakteknya, RUPS lainnya seringkali dikenal dengan RUPS Luar Biasa atau disingkat
RUPS-LB sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 UUPT.
Ibid, him. 72.

Pasal 1 ayat (4) UUPT.
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Aturan dalam penyelenggaraan RUPS salah satunya adalah
pemanggilan Rapat atau juga sering disebut undangan rapat, untuk PT yang
sudah memiliki jangkauan besar biasanya undangan rapat diumumkan melalui
surat kabar dan untuk PT yang masih berskala kecil biasa dengan surat
undangan.

Pemanggilan rapat menjadi hal pertama dan utama yang harus dilakukan
sebelum RUPS dilaksanakan dan di dalam pasal 81 ayat (1) UUPT tertera
bahwa Direksi merupakan organ PT yang melakukan pemanggilan terhadap
pemegang saham sebelum RUPS diselenggarakan. Sehingga, pemanggilan
tersebut menjadi sangat penting untuk menentukan apakah RUPS yang akan
dilaksanakan bisa dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya,
pemanggilan RUPS dalam UUPT diatur dalam Pasal 82 ayat (1), (2), (3), (4)
dan (5) yang dikutip sebagai berikut:

1. “Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14
(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan
iklan dalam Surat Kabar.

3. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata
acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan
dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan
pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

4. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

5. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan
ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang
saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan
tersebut disetujui dengan suara bulat.”

Dari Pasal tersebut dapat dilihat apa saja prosedur pemanggilan rapat
yang harus dipenuhi agar pemanggilan tersebut dinyatakan sah dan dapat
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Dari beberapa prosedur dan
pemenuhan yang harus diikuti dalam pemanggilan rapat, adakalanya prosedur
tersebut tidak terpenuhi karena alasan ketidaktahuan dan ketidakmengertian
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dari penyelenggara rapat, atau dapat pula dari beberapa prosedur yang telah
ditetapkan oleh UUPT ada yang tidak dilaksanakan, padahal pemanggilan rapat
merupakan langkah awal yang sangat penting dalam kelanjutan RUPS yang
akan dilaksanakan.” Kealpaan akan pemenuhan prosedur pemanggilan dapat
dipastikan merupakan kelalaian intern yang berasal dari pengurus, dalam hal ini
Direksi, dan akibat dari kelalaian tersebut menyebabkan keputusan RUPS yang
dihasilkan menjadi cacat hukum. Hal ini tertera dalam putusan di Pengadilan
Negeri Jombang di mana dalam kasus tersebut proses pemanggilan pemegang
saham dan tata cara melaksanakan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) tidak sesuai
dengan Undang-Undang maka pelaksanaan dan keputusan dari RUPS-LB
dengan sendirinya menjadi cacat hukum.®

Dalam hal kelalaian pemanggilan ini, tentu Direksi yang bertanggung
jawab atas hasil keputusan RUPS yang pemanggilannya tidak terpenuhi,
mengingat PT adalah entitas hukum yang terpisah serta mengemban hak dan
kewajiban seperti natural person untuk kepentingan bisnis,® oleh karena itu
Direksi yang mengurus segala kepentingan perseroan yang tertuang dalam
ADPT.!® Permasalahan ini cukup krusial dalam hubungannya dengan pihak
ketiga adalah pertanggungjawaban kontraktual,'! terlebih lagi setiap ketentuan,
kaidah, atau norma mengenai PT dan mengacu pada modal, pasti berkaitan
dengan hal-hal yang berorientasi pada konsep melindungi kepentingan pihak
ketiga dan pihak-pihak yang beritikad baik.*? Pihak Ketiga yang akan

melakukan hubungan hukum dengan PT tentunya tidak dapat ikut campur

7

10
11
12

Albertus Sutjipto Budihardjoputra, Pemanggilan RUPS Menurut UU No. 40 Tahun 2007, tulisan
bebas, Werda Notaris Kota Bandung.

Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.JMB, HIm. 60. Termuat di
<https://www.putusan3.mahkamahagung.go.id> diunduh pada tanggal 19 November 2019.
Freddy Harris & Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh
Direksi, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), HIm. 104; Mohammad Rizal Salim,
Corporate Insolvency Separate Legal Personality and Directors Duties to Creditors. (Universiti
Technologi MARA Law Review. 90, 2004), him. 2.

Lihat Sentosa Sembiring, Op. Cit., him. 64.
Lihat Freddy Haris & Teddy Anggoro, Op. Cit., him. 104.

Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, (Bandung: Penerbit Mandar Maju,
2000), Him. 2-3.
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1.2.

dalam urusan internal PT, yang dalam hal ini adalah penyelenggaraan RUPS
dan pengambilan keputusan dalam RUPS, sehingga pihak ketiga biasanya
mempunyai asumsi bahwa apapun keputusan intern dalam RUPS adalah sah
dan mengikat. Dikemudian hari bila ternyata muncul permasalahan yang
berkaitan dengan RUPS dan pemenuhan prosedur pemanggilan RUPS yang
cacat sehingga menjadikan keputusan RUPS tidak sah, maka bagaimana
hubungan hukum yang telah dilakukan PT tersebut dengan Pihak Ketiga.
Permasalahan ini menjadi menarik untuk dibahas oleh karena
pemanggilan rapat sering dipandang sebelah mata oleh pengusaha atau pemilik
modal dalam suatu PT, atau juga dimungkinkan karena ketidaktahuan atau
ketidakmengertian pengurus dari perseroan, padahal sebagaimana yang telah
dipaparkan di atas bahwa pemanggilan rapat adalah suatu prosedur awal yang
penting yang akan mempengaruhi keputusan RUPS. Pemahaman akan
pentingnya prosedur pemanggilan rapat dan pemenuhannya haruslah menjadi
perhatian bagi pemilik modal dan pengurus PT, sehingga hubungan hukum
intern PT dan ekstern dengan pihak ketiga tidak menimbulkan masalah hukum

dikemudian hari.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menemukan dan merumuskan
2 (dua) masalah yang akan diteliti pada penulisan hukum ini, yaitu sebagai
berikut :

1) Apa akibat hukum dari keputusan RUPS yang tidak memenuhi
prosedur pemanggilan pemegang saham terhadap pihak ketiga yang
beritikad baik?

2) Bagaimana perlindungan terhadap pihak ketiga yang melakukan
hubungan hukum dengan suatu PT yang melakukan transaksi
berdasarkan hasil keputusan RUPS tanpa prosedur pemanggilan yang

tidak terpenuhi?
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1.3.

1.4.

Tujuan Penelitian

Dalam bagian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas,
ditemukan adanya permasalahan bahwa adanya keputusan RUPS yang telah
dilaksanakan tetapi keputusan tersebut dihasilkan dari prosedur pemanggilan
yang tidak terpenuhi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana akibat
hukum ketika suatu hari ketika pelaksanaan keputusan RUPS dari hasil
prosedur yang tidak terpenuhi telah melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya,
bagaimana peran dan tanggung jawab Direksi sebagai wakil dari PT
menghadapi akibat hukum tersebut.

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah membuat laporan dari analisis
yang dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dari
latar belakang yang telah diuraikan diatas, yaitu untuk mengetahui bagaimana
peran Direksi dalam pemanggilan RUPS yang tidak terpenuhi dan juga
mengetahui bagaimana penyelesaian hukumnya terhadap pihak ketiga yang
beritikad baik.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan jenis penelitian
yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.13 Dalam penelitian ini
juga mengkaji secara rinci dan juga menganalisis hal-hal yang akan menjawab
rumusan masalah dengan cara melihat berbagai norma, kaidah, peraturan dan
juga doktrin yang relevan. Jenis penelitian yuridis-normatif ini dianggap paling
tepat untuk diaplikasikan dalam penelitian ini karena objek dari penelitian ini
adalah norma-norma dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tata cara
prosedur pemanggilan pemegang saham sampai kepada hasil yang berbentuk
keputusan RUPS sebuah PT dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga yang
beritikad baik. Hal tersebut akan dicapai melalui penelitian bahan pustaka atau

data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan

13" Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia

Publishing, 2006), him. 295.
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penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini

akan diperoleh dari bahan yang menjadi sumber hukum, yaitu:

a) Sumber hukum primer:

I. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau
Burgerlijk Wetboek diterjemahkan oleh R. Subekti
dan R. Tjitrosudibio;

ii. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas; dan

iii. Yurisprudensi tentang Pembatalan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham oleh Pengadilan Negeri.

b) Sumber hukum sekunder:

i. Doktrin-doktrin atau pendapat para ahli terkait
hukum perusahaan dan rapat umum pemegang
saham;

ii. Buku-buku tentang hukum perusahaan dan rapat
umum pemegang saham;

iii. Jurnal-Jurnal tentang hukum perusahaan dan rapat
umum pemegang saham.

c) Bahan Hukum Tersier:

i. Bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum
primer dan sekunder adalah bahan hukum tersier dan
dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), halaman internet, dan Black’s
Law Dictionary (diakses melalui

www.thelawdictionary.org).
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1.5.

Sistematika Penulisan

BAB | PENDAHULUAN. Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah,
yang menjadi acuan penelitian dan landasan penelitian. Terdapat juga rumusan

masalah yang akan membatasi pembahasan dari penelitian hukum ini.

BAB Il RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SEBAGAI REPRESENTASI
PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM. Pada bab ini
dipaparkan hal-hal prinsip dari PT dan RUPS, seperti syarat pendirian dan
maksud tujuan PT. Juga akan diterangkan bagaimana kedudukan RUPS sebagai
salah satu organ dalam PT sampai kepada unsur esensial dari penelitian ini yaitu
pengaturan prosedur pemanggilan RUPS sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

BAB Il PERTANGGUNG JAWABAN PERSEROAN TERBATAS
KEPADA PIHAK KETIGA. Pada bab ini penulis akan menggali secara
mendalam tentang bagaimana sebuah Perseroan melakukan perbuatan hukum
sampai tanggung jawabnya. Hal tersebut akan berhubungan dengan pihak
ketiga sehingga akan diterangkan juga mengenai teori dan konsep itikad baik
yang dikenal dalam hukum perjanjian dalam hubungan keperdataan. Serta
kedudukan dari pihak ketiga yang beritikad baik dalam melaksanakan
keputusan RUPS juga akan dibahas dalam bab ini.

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI TERHADAP
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA. Pada bab ini,
penulis akan menganalisis dari teori-teori pertanggung-jawaban Direksi yang
ada dalam literatur Hukum Perusahaan terhadap RUPS dan perlindungan pihak
ketiga yang beritikad baik. Pada bab ini juga penulis akan memaparkan
bagaimana opsi penyelesaian sengketa jika keputusan RUPS yang cacat hukum

telah melibatkan pihak ketiga.
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BAB V PENUTUP. Pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan dan saran atas
penelitian yang dilakukan berdasarkan apa yang telah disampaikan dalam bab

sebelumnya.
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